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WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,
bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan
serentak secara nasional pada Tahun 2024;
bahwa untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru menyebutkan Bupati/Wali Kota yang
masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar Menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026,
serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD)
untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4112);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



Menetapkan :

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Tanjungpinang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Rencana Pembangunan Daerah atau selanjutnya disingkat RPD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka

Menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam



melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2024
sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

RPD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan:

a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas
nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota
Tanjungpinang Tahun 2005-2025;

c. hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota
Tanjungpinang Tahun 2018-2023;

d. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

e. isu-isu strategis yang berkembang;

f. kebijakan nasional; dan

g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024-2026

dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Gambaran Umum
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
e. BABV : Tujuan dan Sasaran
f. BAB VI : Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas
g. BAB VII  : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah
h. BAB VII  : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
i. BAB IX : Penutup
Pasal 4
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun

2024-2026 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang

menangani urusan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 6

(1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat
dilakukan perubahan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan Tahun berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

(2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Mei 2023
WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

C i1A-ADHAYATNI, SH.,MH
‘Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021 RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 455






